
WALIKOTA TANGERANG 
PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG 

NOMOR 23 TAHUN 2 0 1 8  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 1  TAHUN 2 0 1 8  TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

Pjs. WALIKOTA TANGERANG, 

Mcnimbang : a. bahwa bahwa Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 2 1  Tahun 

2 0 1 8  namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 3  Tahun 2 0 1 8  tcntang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  ten tang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Peraturan 

Walikota sebagaimana dimaksud perlu diadakan perubahan; 

b .  bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 

dalam h uruf a, pcrl u menctapkan Peraturan Walikota ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 7  

tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ;  

Mcngingat 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993  tentang tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993  Nomor 1 8 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3 5 1 8 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;  



4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);  

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;  

6 .  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;  

7 .  Undang Undang Nomor 1 1  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 1 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967) ;  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) ,  sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;  

1 1.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2 0 1 0  tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 

2 0 1 5  tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2 0 1 0  tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 



Nomor 13  Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 1 0 ) ;  

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13  Tahun 2 0 1 8  tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 465) ;  

14 .  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 6  Nomor 8,  Tambahan 

lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) ;  

15 .  Peraturan Walikota Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 8  tentang Tata Cara 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2 0 1 8  Nomor 2 1 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 1  TAHUN 2 0 1 8  TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 1  Tahun 

2 0 1 6  tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

(Serita Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 8  Nomor 2 1 )  ,  diubah 

se bagai beriku t 

1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 

angka yakni angka (8a), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2 .  Daerah adalah Kota Tangerang. 

3 .  Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4 .  Walikota adalah Walikota Tangerang. 

5 .  Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 

Tangerang. 



6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Tangerang. 

7 .  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kota Tangerang. 

8 .  Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan perangkat 

Daerah Kota Tangerang. 

(8a) Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang. 

9 .  Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban Daerah. 

1 0 .  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan Daerah. 

1 1.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1 2 .  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan 

Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

1 3 .  Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat Daerah 

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan 

APBD. 

14 .  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku Pengguna Anggaran/Barang. 

1 5 .  Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, 

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD, 

yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, 

PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

16 .  Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

17 .  Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran 

SKPD. 



1 8 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 

anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

1 9 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 

scbagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 

20 .  Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa 

dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau 

Pemcrintah Dacrah lainnya, Perusahaan Daerah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara 

spesifik tclah ditctapkan pcruntukannya, bersifat tidak 

wajib dan tidak mengikat, scrta tidak sccara terus 

menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah .  

2 1 .  Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial. 

22 .  Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu ,  keluarga, kelompok dan/ atau 

masyarakat scbagai dampak krisis sosial ,  kris is ekonomi ,  

krisis politik, fenomcna alam dan bencana alam , yang jika 

tidak d iber ikan belanja bantuan sos ial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

23 .  Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut 

NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber 

dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima 

Belanja H ibah .  

24 .  Standar satuan harga yang selanjutnya disebut SSH 

adalah standar satuan harga dan standar satuan harga 

barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

25 .  Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang 

d ibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara 

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 

profesi, fungsi, agama , dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam 

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non 

pemerintahan yang bcrsifat nasional dan dibentuk 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

26 .  Situs web sejumlah halamam web yang memiliki topic 

saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas 

berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. 



Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada 

sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan 

scperti internet, ataupun jaringan wilayah local (LAN) 

melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL 

2 .  Ketentuan Pasal 5 ayat ( 1 )  diubah sehingga Pasal 5 berbunyi 

se bagai beriku t : 

Pasal 5 

( 1 )  Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Hibah 

sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang dilakukan 

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

wajib, dan bclanja urusan pilihan yang ditetapkan 

berdasarkan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembcrian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan 

memperhatikan asas kcadilan, kepatutan, rasionalitas dan 

manfaat untuk masyarakat. 

(3 )  Selanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan 

tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan 

persyaratan yang diatur dalam NPHD .  

(4) Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari 

Pemerintah Daerah kepada Penerima Belanja Hibah ,  yang 

secara spesifik telah ditentukan peruntukannya . 

3 .  Kctentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) ,  ayat (5) sampai dengan ayat (7) 

diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (5a) ,  sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut :  

Pasal 6 

( 1 )  Bclanja Hibah dapat diberikan kepada :  

a . Pemerintah Pusat; 

b.  Pemerintah Daerah Lainnya ;  

c .  Badan Usaha M ilik Negara atau Sadan Usaha Milik 

Daerah ;  dan/  atau; 

d .  Sadan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia. 

(2)  Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, diberikan kepada 

instansi/satuan kerja pada Kementerian dan/ atau 



Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah 

kerjanya berada di Daerah. 

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam 

mekanisme APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b, diberikan 

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c diberikan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

(Sa) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ( 1 )  huruf c diberikan dalam rangka 

untuk meneruskan Hibah yang diterima dari Pemerintah 

Pusat. 

(6) Hibah kepada Badan, Lembaga sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1 )  huruf d diberikan kepada Badan atau 
Lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang 
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah 
memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan 
oleh Menteri Dalam negen, Gubernur dan/ atau 
Walikota; 

c .  yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial 
kemasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat, dan keberadaanya diakui 
oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah 
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan 
instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  

huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum yayasan a tau organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan 

yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

Kementerian Hukum dan HAM sesuai peraturan 

perundang- undangan. 



4.  Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi 

kriteria: 

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap 

tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerin tah, 

pembangunan dan kemasyarakatan; dan 

d. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hibah. 

5 .  Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf d diubah, 

sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

( 1 )  Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Lainnya diberikan dengan persyaratan paling 

sedikit: 

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah dan 

pemerintah Daerah lainnya;dan 

b.  penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah 

administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan 

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; 

b. memiliki keterangan domisili dari lurah/camat; dan 

c .  berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang 

berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program 

dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah; 



(3) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan 

dengan persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; 

b .  telah terdaftar paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali 

ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c.  berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah 

pemerintah daerah; dan 

d. memiliki sekretariat. 

6 .  Ketentuan Pasal 1 2  ayat ( 1 ) ,  ayat (2) ,  ayat (5) dan ayat (6) 

diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 1 2  

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 2  

( 1 )  Penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 1  ayat ( 1 ) ,  ayat (3) ,  ayat (4) dan ayat (5) 

paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batas akhir 

penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 1  ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bagian 

Umum u.p Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada 

Sekretariat Daerah. 

(2) Kepala Bagian Umum u.p Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada Sekretariat Dae rah menenma, dan 

mengadministrasikan. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

(5) Kepala Bagian Umum u.p Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada Sekretariat Daerah mencatat disposisi Walikota, 

dan selanjutnya dokumen permohonan bantuan sosial 

yang telah mendapat diposisi disampaikan kepada SKPD 

terkait sesuai dengan bidangnya, meliputi : 

a. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh SKPD 

teknis pengelola hibah; 

b .  lingkungan hidup, dilaksanakan oleh 

Lingkungan Hidup; 

c.  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana; 

Dinas 



d. kesatuan bangsa dan politik dalam negen, 

dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 

e. ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

f. penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

g. pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan; 

h. kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan; 

jalan dan jembatan, 

Pekerjaan Umum dan 

i. pekerjaan umum bidang 

dilaksanakan oleh Dinas 

Penataan Ruang; 

j .  perumahan dan urusan penataan ruang dilaksanakan 

oleh Dinas Perumahan dan Permukiman; 

k. perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan; 

1. kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

m. sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan 

keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan 

Rakyat Sekretariat Daerah; 

n. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial; 

Dinas oleh dilaksanakan o.  ketenagakerjaan, 

Ketenagakerj aan; 

p. koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan 

oleh Dinas Koperasi dan UKM; 

q. kepemudaan dan olah raga non profesional, 

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga; 

r.kebudayaan dan adat istiadat, pariwisata dan kesenian, 

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

s. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika; 

t. pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan; 

u. otonomi daerah dan pemerintahan umum, 

dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat 

Daerah; 

v. BUMD dan perekonomian, dilaksanakan oleh Bagian 

Kerjasama dan Perekonomian Sekretariat Daerah. 

w.kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Daerah;dan 



x. bidang yang tercantum dalam huruf a sampai dengan 

huruf w yang sebagian urusannnya dilimpahkan ke 

Kecamatan. 

(6) Pendistribusian dokumen permohonan bantuan sosial 

oleh Kepala Bagian Umum u.p Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha pada Sekretariat Daerah kepada SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam 

jangka waktu 2 (dua) hari kerja. 

7 .  Ketentuan Pasal 1 3  ayat ( 1 )  dan ayat (2) huruf a dan huruf b 

diubah, sehingga Pasal 1 3  berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 3  

(  1 )  SKPD melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan 

dokumen permohonan Hibah. 

(2) Evaluasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  bertujuan 

untuk: 

a. memastikan kesesuaian antara harga dalam proposal 

dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di 

Pemerintah Daerah kecuali untuk hibah kepada 

Pemerintah didasarkan pada satuan harga yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

b. apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat 

dalam Standar Satuan Harga, maka menggunakan 

harga pasar yang ditetapkan oleh Kepala SKPD 

pengelola Hi bah ; 

c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan 

dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan 

dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya; 

d. memastikan keberadaan 

kemasyarakatan/kelompok orang yang 

usulan hibah (tidak fiktif); 

organ1sas1 

mengajukan 

e .  memastikan domisili/ alamat sekretariat (organisasi 

kemasyarakatan /kelompok orang) sebagaimana 

tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon 

penerima hibah; 

f. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana 

hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah; 

g. meminta dokumen-dokumen pendukung yang 

diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain : 

1 .  Foto copy Kartu Tanda Penduduk Calon Penerima 

hibah; 



2 .  Foto copy dokumen pendirian / pem ben tukan 

organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau 

penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat 

berupa akta notaris / Keputusan 

penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus; 

3 .  Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan. dari 

pejabat/instansi yang berwenang atau dokumen yang 

dapat dipersamakan; 

4 .  Dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan 

pekerjaan kontruksi, dilampirkan Foto copy bukti 

kepemilikan /penguasaan tanah yang sah dan/atau 

surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang 

diketahui oleh Lurah; 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 

melibatkan unsur kecamatan dan/ atau unsur kelurahan. 

8 .  Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) ,  ayat (2) ayat (4) , ayat (5) dan ayat 

(6) diubah dan ayat (3) dan ayat ( 10)  dihapus, sehingga Pasal 

14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(  1 )  Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi Hi bah berupa 

rekomendasi kepada TAPD paling lambat tanggal 1 5  Mei. 

(2) TAPD menyampaikan hasil evaluasi Hibah berupa 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada 

Inspektorat untuk dilakukan reviu. 

(3) Dihapus. 

(4) Hasil reviu inspektorat dilaporkan paling lambat tanggal 

20 Mei kepada Ketua TAPD. 

(5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima 

TAPD menjadi salah satu bahan dalam memberikan 

pertimbangan TAPD. 

(6) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil reviu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan 

prioritas dan kemampuan keuangan daerah, untuk 

selanjutnya dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon 

Penerima Belanja Hibah yang ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. 

(7) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota. 

(8) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan Daftar 

Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah berdasarkan 

hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD. 



(9) Persetujuan Walikota terhadap Daftar Nominatif Calon 

Penerima Belanja Hibah dituangkan dalam bentuk lembar 

persetujuan Walikota dan menjadi dasar pencantuman 

alokasi belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

( 10)  Dihapus. 

9 .  Pasal 1 5  dihapus 

1 0 .  Ketentuan Pasal 1 9  disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) 

dan ayat (6b), sehingga Pasal 1 9  berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1 9  

( 1 )  Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling sedikit 
memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b.  tujuan pemberian hibah; 

c .  besaran/ rincian penggunaan hi bah yang akan diterima; 

d.  hak dan kewajiban; 

e .  tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Rancangan NPHD dari SKPD disampaikan kepada 
Sekretaris Daerah melalui Bagian Kerjasama dan 
Perekonomian Sekretariat Daerah untuk dilakukan 
penelitian atas materi substansi NPHD. 

(4) Hasil penelitian Rancangan NPHD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Surat Hasil 
Penelitian Rancangan NPHD (SHP - RNPHD). 

(5) Rancangan NPHD yang telah diteliti berikut Surat Hasil 
Penelitian Rancangan NPHD (SHP-RNPHD) disampaikan 
kembali oleh Bagian Kerjasama dan Perekonomian kepada 
SKPD pengusul. 

(6) NPHD ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk dan penerima hibah, dan diberikan nomor 
register oleh Bagian Kerjasama dan Perekonomian. 

(6a) Dalam hal terdapat usulan perubahan rincian penggunaan 
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,  
hanya dapat dilakukan setelah NPHD ditandatangani oleh 
kedua belah pihak sepanjang perubahan rincian 
penggunaan dimaksud terdapat dalam proposal awal. 

(6b) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6a) dilakukan oleh SKPD terkait bersama Tim 
Pertimbangan dan hasilnya disampaikan ke Walikota 
melalui TAPD. 

(7) Contoh format NPHD tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 



1 1.  Ketentuan Pasal 22 ayat ( 1 )  huruf c diubah, sehingga Pasal 

22 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal22 

( 1 )  Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan 

permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Walikota 

melalui Kepala SKPD terkait, dengan dilengkapi 

persyaratan administrasi, meliputi: 

a. Belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Lainnya, terdiri dari : 

1 .Surat  permohonan pencairan Belanja Hibah, 

dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja 

Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA; 

2 .  NPHD; 

3 .  Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas 

nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah lainnya 

Penerima Belanja Hibah; 

4 .  Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 

nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah 

lainnya; 

5 .  Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) 

lembar kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani 

dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama 

lengkap pimpinan Instansi atau Kepala Daerah 

lainnya; 

6 .  Pakta integritas dari Penerima Hibah yang 

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD. 

b. Belanja Hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri dari: 

1 .  Surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang 

dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja 

Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA; 

2 .  NPHD; 

3 .  Salinan/fotocopy KTP atas nama Direksi atau 

sebutan lain BUMN/BUMD Penerima Belanja Hibah; 

4 .  Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 

nama BUMN/BUMD Penerima Belanja Hibah; 

5 .  Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) 

lembar kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani 

dan dibubuhi cap BUMN/BUMD serta dicantumkan 

nama lengkap Direksi atau sebutan lain; 

6 .  Pakta integritas dari Penerima Hibah yang 

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD. 

c .  Belanja Hibah untuk Badan, Lembaga terdiri dari: 



1 .  Surat permohonan pencairan Belanja Hibah 

dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan 

Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA; 

2 .  NPHD; 

3 .  Salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua Badan, 

Lembaga yang berbadan hukum Penerima Belanja 

Hibah; 

4 .  Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 

nama Badan, Lembaga yang berbadan hukum 

Penerima Belanja Hibah. 

5 .  Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) 

lembar kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani 

oleh ketua/ pimpinan atau sebutan lain Penerima 

Belanja Hibah, dibubuhi cap/stempel Badan, 

Lembaga yang berbadan hukum Penerima Belanja 

Hibah; 

6 .  Pakta integritas dari Penerima Hibah yang 

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD. 

d. Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, 

terdiri dari: 

1 .  Surat permohonan pencairan Belanja Hibah 

dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan 

Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA; 

2 .  NPHD; 

3 .  Salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan/ 

pengurus lembaga/ organisasi Penerima Belanja 

Hibah; 

4 .  Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 

nama lembaga/ organisasi; 

5 .  Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) 

lembar kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani 

ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan 

dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan 

nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain 

ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan; 

6 .  Pakta integritas dari Penerima Hibah yang 

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

SKPD terkait melakukan penelitian guna persyaratan 

pencairan. 

(3) Guna pencairan hibah, Kepala SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyampaikan surat permohonan 

penerbitan SPP dan SPM yang ditujukan kepada PPKD. 



1 2 .  Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 23 A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 A 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. 

1 3 .  Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) ,  

sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26 

( 1 )  Penerima Belanja Hi bah wajib menggunakan hi bah sesuai 

NPHD dan/atau Perubahan NPHD. 

(2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang 

di terima kepada pihak lain. 

(3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

14 .  Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi 

se bagai berikut : 

Pasal 30 

( 1 )  Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) 

huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu 

dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak 

direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  dialokasikan kepada individu dan/ atau 

keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan 

besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  berdasarkan usulan dari calon penerima 

dan/ atau atas usulan kepala SKPD 

(4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari 

pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon 

penenma. 

(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dialokasikan un tuk 

kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat 



diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial 
yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang 

bersangku tan. 

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .  

1 5 .  Diantara ayat ( 1 )  dan ayat (2) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat ( la ) ,  sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 

( 1 )  Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta 
lembaga non pemerintahan dapat mengajukan 
permohonan belanja bantuan sosial melalui web 
Pemerintah Daerah kepada Wali Kota. 

( la)  Kepala SKPD Pengelola Bantuan Sosial dapat 
mengajukan usulan bantuan sosial bagi perorangan, 
keluarga, dan/ atau masyarakat serta lembaga non 
pemerintahan melalui mekanisme penganggaran. 

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan 

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan 
lain; dan 

b. bagi individu, keluarga, dan/ atau masyarakat, 

ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta 
dibubuhi cap RT/RW 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) 

disampaikan paling lambat kepada Wali Kota pada akhir 
bulan April tahun berkenaan, untuk diusulkan dan 
dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun 
berikutnya. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 
ayat (2) khusus untuk permohonan rawan melanjutkan 
pendidikan, seperti siswa miskin yang tidak diterima di 
sekolah negeri disalurkan ke sekolah swasta, 
disampaikan kepada Walikota disesuaikan dengan jadwal 
Penerimaan Peserta Didik Baru. 

(5) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan 
dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD 
perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukan bagi 
kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 



berpedoman pada ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

(6) Dikecualikan ayat (3) dan ayat (5) untuk permohonan 

Belanja Sosial yang belum direncanakan sebelumnya. 

16 .  Ketentuan Pasal 4 1  ayat ( 1 )  dan ayat (6) diubah, serta ayat (2) 

ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 1  berbunyi 

se bagai beriku t : 

Pasal 4 1  

( 1 )  Penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 dan Pasal 39 paling lambat 2 (dua) hari 

kerja sejak batas akhir penyampaian permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) kepada 

Walikota melalui Kepala Bagian Umum u.p Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah. 

(2) Kepala Bagian Umum u.p Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada Sekretariat Daerah menenma, dan 

mengadministrasikan. 

(3) Dihapus. 

(4) dihapus 

(5) Kepala Bagian Umum u.p Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

pada Sekretariat Daerah mencatat disposisi Walikota, 

dan selanjutnya dokumen permohonan hibah yang telah 

mendapat diposisi disampaikan kepada SKPD terkait 

sesuai dengan bidangnya, meliputi: 

a. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh SKPD 

teknis pengelola hibah; 

b. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh 

Lingkungan Hidup; 

c .  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana; 

d. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, 

dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 

e .  ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan oleh Satuan 

Palisi Pamong Praja; 

f. penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

g. pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan; 

Dinas 



h. kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan; 

bidang jalan dan jembatan, 

Dinas Pekerjaan Umum dan 

1. pekerjaan umum 

dilaksanakan oleh 

Penataan Ruang; 

j .  perumahan dan urusan penataan ruang dilaksanakan 

oleh Dinas Perumahan dan Permukiman; 

k. perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan; 

1. kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

m. sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan 

keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan 

Rakyat Sekretariat Daerah; 

n. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial; 

Dinas oleh dilaksanakan o.  ketenagakerjaan, 

Ketenagakerj aan; 

p. koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh 

Dinas Koperasi dan UKM; 

q. kepemudaan dan olah raga non profesional, 

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga; 

r. kebudayaan dan adat istiadat, pariwisata dan kesenian, 

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

s. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika; 

t. pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan; 

u. otonomi daerah dan pemerintahan umum, 

dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat 

Daerah; 

v. BUMD dan perekonomian, dilaksanakan oleh Bagian 

Kerjasama dan Perekonomian Sekretariat Daerah. 

w.kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Daerah;dan 

x. bidang yang tercantum dalam huruf a sampai dengan 

huruf w yang sebagian urusannnya dilimpahkan ke 

Kecamatan. 

(6) Pendistribusian permohonan dan dokumen proposal 

kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. 

17 .  Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi 

se bagai beriku t 



Pasal 42 

( 1 )  SKPD melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan 

dokumen permohonan Bantuan Sosial. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  bertujuan 

untuk: 

a. memastikan kesesuaian antara harga dalam proposal 

dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di 

Pemerintah Daerah kecuali untuk bantuan sosial 

kepada Pemerintah didasarkan pada satuan harga yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

b. apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat 

dalam Standar Satuan Harga, maka menggunakan 

harga pasar yang ditetapkan oleh Kepala SKPD 

pengelola Ban tuan Sosial ; 

c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan 

dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan 

dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya. 

d. memastikan usulan penerima Bantuan Sosial tidak 

fiktif; 

e .  memastikan domisili/ alamat penerima Bantuan Sosial 

sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan 

oleh calon penerima Bantuan Sosial; 

h. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana 

bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon 

penerima Bantuan Sosial kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan; 

1. meminta dokumen-dokumen pendukung yang 

diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain : 

1 .  Foto copy Kartu Tanda Penduduk Calon Penerima 

Bantuan Sosial;dan 

2 .  Foto copy dokumen 

organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau 

penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus, 

dapat berupa akta notaris/Keputusan 

penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus atau 

dokumen lainnya yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil kelengkapan 

persyaratan dokumen permohonan Bantuan Sosial 

berupa rekomendasi kepada TAPD, paling lambat 

tanggal 1 5  Mei 

(4) TAPD menyampaikan hasil evaluasi Bantuan Sosial 

berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu. 

(5) Hasil reviu inspektorat dilaporkan paling lambat 

tanggal 20 Mei kepada Ketua TAPD. 

pendirian / pem ben tukan 



(6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diterima TAPD menjadi salah satu bahan dalam 

memberikan pertimbangan TAPD. 

(7) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) untuk selanjutnya disampaikan kepada 

Walikota. 

(8) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil reviu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan 

prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang 

dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima 

Belanja Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. 

(9) Hasil pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua 

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk 

selanjutnya disampaikan kepada Walikota. 

(lO)Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan 

Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan 

Sosial berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan 

pertimbangan TAPD. 

( 1 1 )  Persetujuan W alikota terhadap Daftar N ominatif Calon 

Penerima Belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam 

bentuk lembar persetujuan Walikota dan menjadi dasar 

pencantuman alokasi belanja Bantuan Sosial dalam 

rancangan KUA dan PPAS. 

1 8 .  Diantara ayat ( 1 )  dan ayat (2) Pasal 56 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat ( l a ) ,  ayat (4) dan ayat (5) dihapus dan Pasal 

6 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 56 

( 1 )  SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 

pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan 

Pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 

( l a )  Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  sekurang-kurangnya meliputi:  

a. monitoring dan evaluasi pemberian yaitu memantau 

proses pemberian hibah; 

b.  monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah 

dan bantuan sosial yaitu mengingatkan para penerima 

hibah dan bantuan sosial melalui surat edaran SKPD 

agar pelaksanaan hibah dan bantuan sosial mengacu 

pada ketentuan yang berlaku dan meminta laporan 

atas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama pemberian 

hibah dan bantuan sosial; 



c .  monitoring dan cvaluasi tcrhadap pclaporan belanja 

hibah dan bantuan sosial yaitu meminta laporan 

batas waktu yang dalam pertanggungja wa ban 

ditentukan. 

(2) SKPD terkait mclaporkan hasil monitoring dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada Walikota 

dengan tern busan kepada Inspektorat. 

(3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 

ayat (2) adalah SKPD pemberi rekomendasi. 

(4)  dihapus. 

(5)  dihapus.  

(6) Inspcktorat 

pemberian, 

melakukan pengawasan intern terhadap 

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1 9 .  Ketentuan ayat (2) Pasal 58 dihapus, sehingga Pasal 58 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 58 

( 1 )  Anggaran bclanja hibah dan bantuan sosial yang telah 

tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2 0 1 8  mengikuti 

keten tuan se bagai beriku t : 

a. pada proses perencanaan dan penganggaran sebelum 

ditetapkannya Peraturan Walikota ini ,  tetap mengacu 

pad a ketentuan Peraturan W alikota Tangerang N omor 

102 Tahun 2 0 1 4  tentang Tata Cara Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapakali 

diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang 

Nomor 74 Tahun 2 0 1 7  tentang Pcrubahan Keempat 

Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 102 Tahun 

2 0 1 4  ten tang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial. 

b . p a d a  proses pclaksanaan dan pclaporan 

pcrtanggungjawaban wajib mengacu pada Peraturan 

W alikota ini 

(2) Dihapus. 



(3)  Bagan Alur pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota i n i .  

(4) Standar Operasional Prosedur Pemberian Belanja Hibah 

dan Bantuan Sosial,  bentuk Format Rckomendasi SKPD, 

dan Format Daftar Hasil Evaluasi Atas Pengajuan 

Proposal Belanja Hibah dan Bantuan Sosial,  tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

2 0 .  Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 59 

Khusus untuk pemberian hibah berupa uang yang 

bersumber dari dana transfer, hibah berupa barang, bantuan 

sosial berupa barang dan bantuan sosial yang diusulkan 

Kepala SKPD pengelola bantuan sosial dilakukan mengikuti 

ketentuan sebagai berikut : 

a. permohonan disampaikan secara tertulis; dan 

b .  rekomendasi pcrtimbangan dilakukan oleh SKPD teknis 

terkait. 

2 1.  Angka 32 Lampiran I Peraturan Walikota dihapus.  

2 2 .  Lampiran II huruf A Peraturan Walikota diubah, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan .  



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

Ditetapkan di Tangerang 
pad a tanggal 16  April 2 0 1 8 

Pjs. WALIKOT ANGERANG, 

Dr. M. 

Diundangkan di Tangerang 
pad a tanggal 16  April 2 0 1 8  

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

DADI UDAERI 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 23 



O1 w N z 
0 

D> 
z 
0 
0 
D> 

z 
z 
U 

t!l 
Z 
U 

) D> 

s ±  
0  z  
2>  
z.  

G  
ij  >  

0  
U  •  
>  

(I)  (I)  
j  7  

'  t; u  
I  

00  

01  

0 

I  

--  

I  

I  __ 



- 

bl l o 0o ] O � 0 

2 g 0  . g U z  p l  � 1-1 -  E  g  :  E  U  g s g  
i  

0  0  ° ,>  o  ¢  ;  0  £ %  £  �  ;  H  
~ = E  g # % 5  j  @  '  U  5 g s ±  o  '  5 5 5  

=:  

g # ?  e 5 ? 5  5 5  +  U' '<  U  
{  

5 5  
£  @  z  • . 0  £ z  =  ¢j  'g  g - .  F + g  g = e  5 0  z g  z s E  z 5 s  b  a%  p. +  g = a  5 % £  % ~ # #  a ?  

•  7  E #  5 5 =  
g'  z3 g s  p. 2  g'  ;t; 

5 5  a. £  ± 5  •  O  (  ,  
c  s z 5 5  g  p 1  6  £  �  rt  o  c  ;  p  Q  g g g #  �  g s  @  = 5  g ?  O  a @  C/)  

2 'z  = : ''  5  •  
1  6  '7  

c  = 3 F  E  %  5 s i ± 5  6  F  ± j  g  ' =  2 .  4 

b 
(b  �  

£ ± #  ? %  U  «+  ~ ?  3 g s  a  · E2  °  s  5 2 & ¢ .  z 9 a  S E  H  z  s  'U  £  > O E °  ,  5  =  
"  i  

E s  
+  (  0  0  t h +  

°  
j  U · E  0  p  5 5 5  · # E s  � -  �  C/)  6  @ 9  e  p p  °  <  :  j  U 0  0  A = 5  p  U  5 5  h  o  •  U'  ; z  z  p  •  rt  

z 
5  

5 5 @  @ &  5 5 % %  0  G  3 g :  
2 £  •  £  s  g  E  _  5  ?  2  
5 ? e  ± 5 5  z £ %  5 £  h  F E  
•  5 % =  2 g g g  ) ·  @ . 3  g E  ° F g #  E 3  z  

5  _  
5 2  

0  

'  
L  

  
0  u  

z ?  E g g 5  (D  

$  #  U  =  0  $  
c'  ~5 ·  5 5  �  C/)  0  s =  p  •  2  a  
5 5 3  s' d A G + h. 

E E  c'  3  5 =  
�  (b  p  0  

4  <,  p @ s f  5  °  5  L'  

5  
£  a.  

=  #  4  +  p  p  5  2  2 e . £ #  
o  U°  = £  0  9  h  @o  %  '<  g @ 5 %  <  0  p  s = E  £ E  d  

#  %  £ 5 5  
pl  lb  £  0 2 .  ¢  e  

G  

01  

• 
O  

2  
V,  dw  

U  �  

0 
!1  

>  
=  u  

hi  J  

:,::  
0  
]  

>  

>  

 
z4  (  0  

a  00  
t  ....  

z  
G  z4  
le 

0 

o 


